SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona
integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilaya birokrasi
bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu menetapkan Agen Perubahan di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim
kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat

berjalan dengan baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Sabang tentang Penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan

Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Zz

o ) Tambahan Y.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, (%
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3-

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG

menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kota Sabang dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
i

KETIGA MJF
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KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota
Sabang.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI
KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM

AGEN PERUBAHAN Dl

INDEPENDEN PEMILIHAN

LINGKUNGAN KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

STRUKTUR TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

JABATAN KEDUDUKAN
NO. NAMA KEDINASAN DALAM TIM TUGAS DALAM TIM
1 2 3 4 5
1. | Akmal Said Ketua Pengarah Pengarah merangkap Ketua
2. | Muallim Hasibuan, S.H.1., M.H. Anggota Pengarah Pengarah merangkap Anggota
3. | Azman, S.E. Anggota Pengarah Pengarah merangkap Anggota
4. | Muhammad Yani, S.I.P. Anggota Pengarah Pengarah merangkap Anggota
5. | Anisah Anggota Pengarah Pengarah merangkap Anggota
Teuku Taufig, S.Sos. . .
6. 197002121991031004 Sekretaris Ketua Penanggung Jawab Tim Pelaksana
7 Ibnu Hanjan, S.IP. Kasubbag Perencanaan, Koordinator
"1 198301122009121001 Data dan Informasi
8 Azhar, S.H., M.H. Kasubbag Teknis Anaaota Membuat rencana aksi dari program
© 119850827 200902 1 003 dan Hukum 9 reformasi yang sudah akan dijalankan
g, | Muhammad Ihsan, S.H. Kasubbag Keuangan, Anagot bersama Tim Reformasi;
© 1 196905021990031005 Umum dan Logistik nggota Merencanakan, melaksanakan, dan
10, | Adam Maulana, S.H. Kasubbag SDM, Angaota mengevaluasi  kegiatan  di  setiap
© | 197703222009121001 Partisipasi dan Hubmas 99 program reformasi Birokrasi
s Penata Kelola Pemilu Sekretariat, serta melaporkan kepada
11. | Yana Mauliatari, S.I.Kom. Ahli Pertama Anggota TIM Pengarah: dan
Penata Kelola Pemilu Melakukan kampanye dan mengajak
12. | Rouzatul Jannah, S.Sos. Ahli Pertama Anggota setiap pegawai untuk  melakukan
. . . Penata Kelola Pemilu i
13. | Arief Satria Sihombing, S.Kom. . Anggota perubahan mental dan perilaku yang
’ 5 Ahll' IIDerLtama % sejalan dengan Reformasi Birokrasi
. . engelola Layanan i
14 | Salamuddin Idris, A.Md.,Ft. Operasional Anggota secara aktif.
. . L Pengelola Layanan
15. | Rittanti Pratiwi Operasional Anggota
. Pengelola Layanan
16. | Fajri R. Operasional Anggota
S Pengadministrasi
17. | Sopiandi Perkantoran Anggota
: Pengadministrasi
18. | Maulizar Fauza Perkantoran Anggota
Pengadministrasi
19. | Safwan Perkantoran Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.
AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
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	MEMUTUSKAN :

